
BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PtrRATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEtrMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 30 TAHUN 2021 TtrNTANG PENJABARAN ANGGARAN

PtrNDAPATAN
DAN BELANJA DAtrRAH TAHUN ANGGARAN 2022

DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang: a. bahwa untuk pengunaan Dana Belanja Tidak
Terduga berdasarkan Pasal 69 ayat (2) peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pengelola

Kcuangan Daerah, diperlukan perubahan terhadap
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksus dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 3O Tahun 2O2l
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tcntang Pcmbentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Kcuangan Ncgara (Lembaran Ne gara Republik

lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

3. Undang-Undang Nomclr 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa2l);

S.Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO7 tentang

Rcncana Pembangunan .Iangka Panjang Nasional

Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoncsia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indoncsia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan

Lembaran Ncgara Republik lndonesia Nomor 6573);

7" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndone sia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang

administrasi Pemerintah(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang

Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 27O, Tambahan

Lembaran Ncgara Republik lndonesia Nomor aO28);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengclolaan Kcuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5340);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indoncsia Tahun 2O1O Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 1i3

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2O2l tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2027

Nomor 2\ Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623);

15. Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2077 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dernran Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Ncgara Rcpublik lndonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indone sia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

17. Pcratlrran Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 19 tentang

Laporan dan trvaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2079 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323\;

18" Peraturan Prcsiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang

Rencana Pembangunan .Iangka Mcncngah Nasional

Tahun 2O2O 2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2A Nomor 10);



19. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2O2I tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 2Il);

20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2A22 tentang

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 11);

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 75a);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun

2OL7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL7 Nomor 1067);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2A19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor Aa7);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 1787);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tah:un

2O2l tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2l

Nomor 926);

26.Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor B Tahun 2O2t tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun

Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2027 Nomor 11501);



27.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk

Tcknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan

Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor i0O);

28.Pcraturan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2O2l tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional

Kcluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor Aa\;
2g.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler

Subbidang Kcluarga Berencana Tahun 2022 (Berita

Ncgara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95);

3O.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5
Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun

2O1O Nomor 5);

31. PeratLrran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30

Tahun 2017 tcntang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan

Lcmbaran Dacrah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12

Tahun 2027 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2O21-2026 (Lembaran

Daerah Kabupatcn Kotabaru Tahun 2O2l Nomor 12);

33" Peratlr.ran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13

Tahun 2021 tcntang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021. Nomor 13 );

34. PeratLrran Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 12

Tahun 2O21, tentang Rencana Kerja Pcmerintah

Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten



35. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 30

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

(Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2O2l

Nomor 30) sebagaimana' telah diubah dengan

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 88 Tahun 2022

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati

Kotabaru Nomor 30 Tahun 2O2l tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun

2022 Nomor 8B).

MEMUTUSKAN:

MenetapKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 30

TAHUN 2O2I TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Bupati Kotabaru Nomor 30

Tahun 2O2l tcntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru

Tahun 2O2\ Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Bupati Kotabaru:

a. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Kotabaru Nomor 30 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 3);

b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2027 tentang Penjabaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita

Dacrah Kabupaten Kotabaru'lahun 2022 Nomor 1 1); dan

c. Nomor BB Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2O2l tentang Penjabaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita



1.

(1)

(4)

(s)

(6)

(2)

Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 28 diubah, sehingga

Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

huruf a direncanakan sebesar Rp.1. 725.135.787.069,00(satu

triliun seratus dua puluh lima milyar scratus tiga puluh lima juta

tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh Sembilan

rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja Bunga;

d. Bclanja Subsidi;

e. Belania hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan scbesar Rp.604.652.884.529,OO (enam ratus empat

milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan

puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebcsar Rp.454.586.87 8.940,00(empat ratus

lima puluh empat mil-yar lima ratus delapan puluh enam juta

dclapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat

puluh rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan scbesar Rp. 0 (nol rupiah).

Belanja subsidi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.48.439.800.400,00(empat puluh delapan

milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu

cmpat ratus rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp. 17.456"223"2o0,00(tujuh belas milyar

empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu

dua ratus rupiah);

(3)

(7)



2.

(1)

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 38

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebe sar

Rp.454.586.878.940,00(empat ratus lima puluh empat milyar

lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh

delapan ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri

atas:

a. Belanja Barang

b. Belanja Jasa

c. Bclanja Pemeliharaan

d. Belanja Perjalanan Dinas

c. Belanja Uang danlatau jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Kctiga I Pihak Lain I Masyarakat

f. Belanja Barang dan Jasa BOS

g. Belanja Barang dan.Iasa BLUD

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp.85.537.469.357,00(delapan

puluh lima milyar lima ratus tiga puluh 1.ujuh juta empat ratus

enam puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

Anggaran Belanja .Jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h, direncanakan sebesar Rp. 170.869.4O7.674,Oo(seratus

tujuh puluh milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta

empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh cmpat rupiah);

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan scbesar Rp.2 7.776.479.650,00(dua

puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat

ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.115.554.238.600,00(seratus lima belas milyar lima ratus lima

puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus

rupiah).

(2)

(3)

(4)

(s)



(6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak LainlMasyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp.5.143.395.000,0O(lima milyar seratus empat puluh tiga juta
tiga ratus Scmbiian puluh lima ribu rupiah)

Anggaran Bclanja Barang dan .Jasa Bos sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.34.448.094.651 ,00(tiga puluh empat milyar empat ratus
empat puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu enam
ratus lima puluh satu rupiah);

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp.21.257.800.008,00(dua puluh satu milyar dua ratus lima
puluh tujuh juta delapan ratus ribu delapan rupiah).

Kctentuan aval (1) dan a.vat (2) pasal 39 diubah, sehingga pasal 39

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal

38 huruf a direncanakan sebesar Rp.85.537.469.3s7,OO(delapan

puiuh lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus
enam puluh Scmbilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis

b. Bclanja Barang Tak Habis pakai.

Anggaran Belanja Barang pakai Habis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.84.687.929.357,00(delapan puluh empat milyar enam ratus
delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan
ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Anggaran Belanja Barang Tak Habis pakai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.849.540.000,O0(delapan ratus empat puluh Sembilan juta
lima ratus empat puluh ribu rupiah).

(7\

(8)

a\).

(1)

(2)

(3)



(1)

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayaL (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 40

d.iubah, sehingga Pasal 40 bebunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

huruf b direncanakan sebesar Rp. 170.869.4O1.674,O}(seratus

tujuh puluh milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta

empat ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah),

_yang tcrdiri atas:

a. Bclanja.Jasa Kantor

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

c. Belanja Sewa Tanah

c1. Bclanja Scwa Peralatan dan Mesin

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

g. Bclanja Sewer Aset Tetap Lainnya

h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

i. Belanja .Jasa Konsultansi Non Konstruksi

j Belanja Bcasiswa Pcndidikan PNS

k. pelatihan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis

serta Pendidikan dan Pelatihan

Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dircncanakan scbesar Rp" 144.9 67 .3OO.624,O0(seratus

empat puluh empat milyar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta

tiga ratus ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)'

Anggaran Belanja Iuran .Jaminan/Asuransi scbagaimana

climaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.5.806.272.75o,00(1ima milyar deiapan ratus enam juta dua

rarus tujuh puiuh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c direncanakan sebcsar Rp.154.000.000,OO(seratus lima

puluh empat juta ruPiah)

Anggaran Belanja Seu.,a Peralatan dan Mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.1.861.600"000,00(satu milyar delapan ratus enam puluh satu

juta cnam ratus ribu ruPiah).

(2)

(3)

(4)

(s)



(6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp.1.819.000.000,00(satu milyar delapan ratus Sembilan belas

juta rupiah).

(7) Anggaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dircncanakan sebe sar

Rp.575.976.000,00(1ima ratus tujuh puluh lima juta Sembilan

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

(g) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp.863.5OO.OOO,OO(delapan ratus enam puluh tiga juta lima

ratus ribu rupiah);

(9) Anggaran Beianja .Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar

Rp.8.387 .127.3oo,00(delapan milyar tiga ratus delapan puluh

tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

(10) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar

Rp.940.991,000,00(Sembilan ratus empat puluh juta Sembilan

ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

(11) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp.1.930.000.000,00(satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta

rupiah).

(1 2) Anggaran Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar

Rp.3.563.634.000,Oo(tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta

cnam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).



(2)

5. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3). Pasal 41 diubah, sehingga Pasal

41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar

Rp.21.776.479.650,00(dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh
puluh enam juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam

ratus iima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pemeliharaan Tanah

b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.224.550.400,00(dua ratus dua puluh empat juta lima ratus

lima puiuh ribu empat ratus rupiah)

Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp.6.O77.667.35),00(enam milyar tujuh puluh tujuh juta
enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp.3.539.987.800,00(tiga milyar lima ratus tiga puluh

Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan

ratus rupiah);

Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp. 1 I.934.27 4. 100,00(sebelas milyar Sembilan ratus tiga

puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus

rupiah).

(3)

(4)

(s)



(i)

6. Ketentuan Pasal 42 dtwbah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar

Rp.1 15.554.238.600,Oo(seratus lima belas milyar lima ratus lima

puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus

rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pa-sal 49 diubah, sehingga- Pasal

49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Anggaran Belanjzr Modal sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 27

hurrr-rf b direncanakan sebesar Rp.171.4O 1 .O57.773,OO(seratus
turjurl-r pr-rh-rh szrtur rnilyalr err-lpat ratLrs sa-tr. jurta lirnar pl- luLr satr-r

ribu tujuh ratr-rs; tr-rjr-rh puh-rh tiger rr-rpial-r), yang terdiri atas:

a. Bclanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mcsin

c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi

e . Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.283.250.000,00(dua ratus delapan

puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bclanja Modal Peralatan dan Mesin scbagairnana dirnaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.2O9.455.132,OO(tiga
puluh tiga rnilyar dua ratt-rs Sernbilan jr-rta ernpat ratus lirna puluh
iirna ribr-r scraturs tiga puh-ih dua rupiah) .

Belanja Modal Gedung dan Bangurnan sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.49.065.436. 160,OO(ernpat pr-rluh Scrnbilan rnilyar enarrl pulr-rh

lima jr.rta ernpat ratus tiga puh:.h enarn ribr-r seratus enarrr pr.rluh

rr.piah).

(5) Belanja Modal .Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp"78.026"339.556,00(tujuh puluh delapan milyar dua puluh

cnam juta tiga ratus tiga puluh Scmbilan ribu lima ratus lima

puluh enam rupiah).

(2)

(3)

(4)



ayat (U huruf c direncanakan

Rp. 1O.816.570.925,O0{sepuluh milyar delapan ratus
juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus dua

rupiah).

sebesar

ena.rn belas

puluh lima

8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5O

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.594. i23.530,O0{dua

milyar lima ratus Sernbilan puluh ernpat juta seratus dua puluh

tiga ribu lirna ratus trga puiuh rupiah.

Pasal II

Peraturan Bupati Kotabam ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuirqra, memerintahkan pengundangan

Peraturan tsupati Kotabaru dengan penempatannya dalar:r Berita

Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 7 Juni 2A22

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggai 7 Juni 2A22

KOTABARU,

'ATI KOTABARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAtsARU TA}IUN 2A22 NOMOR 90

AKHMAD


